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INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR  03a   TAHUN 2004
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA
OKTOBER-DESEMBER 2004 DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL

Menimbang  
: 
a. 
bahwa pendataan keluarga mencakup data pasangan usia subur, peserta KB, keluarga, individu anggota keluarga, tahapan keluraga sejahtera dan ciri-ciri penduduk yang hasilnya dipergunakan sebagai peta kerja operasional di lapangan, data dasar untuk perencanaan, pengendalian dan penilaian program, untuk menjamin peningkatan mutu dan cakupan serta memantapkan pelaksanaan fungsi-fungsi institusi masyarakat bersamaan dengan pelaksanaan pemutakhiran data maka perlu dilakukan pemantauan dengan Pos Koordinasi (POSKO);


b. 
bahwa pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data keluarga merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan operasional Program KB Nasional secara keseluruhan, perlu mendapatkan perhatian yang sebaik-baiknya disamping itu agar penyelenggaraan pemutakhiran data keluarga dapat dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Instruksi bupati Bantul tentang Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga Oktober-Desember 2004 di Kabupaten Bantul;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);



2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);



3.
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60)


4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 123, 14 dan 15;



5. 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan pembangunan Keluarga Sejahtera ;



6.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan perkembangan Kependudukan;



7.
Keputusan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom



8.
Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPND, sebagaimnana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2004;



9.
Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Kelurga Berencana Nasional Nomor 010/HK.010/B5/2001 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;



10.
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul.
M E N G I N S T R U K S I K A N :
Kepada
:
Camat se Kabupaten Bantul
Untuk


:

PERTAMA

:
Melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2004 dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
KEDUA
:
Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga tahun 2004 agar berpedoman pada Buku Petunjuk teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendataan keluarga terbitan tahun 2001 dan Buku Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Keluarga dalam pelaksanaan pendataan Keluarga terbitan Tahun 2002 serta pedoman dan petunjuk lainnya yang dikeluarkan oleh para pejabat yang berwenang di BKKBN Pusat.

KETIGA
:
Kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2004 agar dilaksanakan dengan pendekatan Posko (Pos Koordinasi) serta dijalin kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur Pemerintah Daerah sampai jalur paling bawah, pengelola dan pelaksana KB dari Instansi/Organisasi terkait, serta Pramuka, Karang Taruna, PKK dan unsur masyarakat lainnya..

KEEMPAT
:
Pemutakhiran Data keluarga ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bantul yang mencakup Keluarga, Individu Anggota Keluarga, Pasangan Usia Subur, Peserta KB dan Tahapan Keluarga Sejahtera.
KELIMA
:
Segera setelah kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga selesai dilaksanakan, agar dibuat laporan pelaksanaan serta hasil pemutakhiran data keluarga menurut jadwal dan mekanisme sebagaimana terdapat dalam lampiran ini.

KEENAM
:
Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.













Ditetapkan di Bantul













Pada tanggal 25 Sept 2004
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M. IDHAM SAMAWI

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.
Kepala BKKBN Propinsi DIY;

3.
Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

4.
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul;

5.
Kepala Bawasda Kabupaten Bantul;

6.
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul;

7.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

8.
Kepala Kantor Humas dan Informasi Kabupaten Bantul;

9.
Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;

10.
Kepala BKK Kabupaten Bantul;

11.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul;

12.
Ketua Kwarcab bantul Gerakan Pramuka;

13.
Camat se Kabupaten Bantul;

14.
Lurah se Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

